EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT 
















This research is based on the principal issues concerning the evaluation of cleanliness retribution policy which has not been optimally be able to improve the Local Revenue of Pekanbaru City and has not improved the cleanliness of Pekanbaru City. It was estimated to be caused by the performance of Garden and Sanitation Department are not in accordance with the requirement of society of Pekanbaru City. The research method used in this study is a mixed method with sequential exploratory strategy. The data collection used are observation, interview and documentation for qualitative research as well as questionnaires for quantitative research. The collected data were analyzed with interactive model of Miles and Huberman for qualitative research and multiple regression analysis for quantitative research. The research result indicated that (1) The Implementation Regulation No. 10 of 2012 on Service Retribution Waste/Hygiene at Pekanbaru City currently is done coordinately between the Garden and Sanitation Department of Pekanbaru City as cleanliness service providers and the Regional Revenue Office of Pekanbaru City as retribution collector still not maximal. The contributions of cleanliness retribution against PAD Pekanbaru City still be improved. The quality of cleanliness services have not been satisfactory, people feel that what is paid appropriate to cleanliness retribution policy, are not appropriate with the cleanliness services provided by the Government of Pekanbaru City; (2) The results of the evaluation of the factors that influence cleanliness policy implementation in order to increase PAD Pekanbaru City can be done by increasing the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. For appropriateness is directed to the accuracy of the policy objectives and the requirement of society; and (3) The model of cleanliness policy implementation that can increase of PAD Pekanbaru City and be able to improve people's satisfaction divided into two (2) which are the evaluation model and the society satisfaction model. The evaluation model influence by criteria/variable of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, while the society satisfaction model influence by variables of society satisfaction, intentions, goals, plans, programs, and appropriateness of cleanliness retribution collection policy.












Penelitian ini didasari pada masalah pokok mengenai evaluasi kebijakan retribusi kebersihan yang belum secara optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru dan belum meningkatkan kebersihan Kota Pekanbaru. Hal ini diduga disebabkan oleh kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan strategi eksploratoris sekuensial. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif dan kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk penelitian kualitatif dan analisis regresi berganda untuk penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan kebersihan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru saat ini dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai pemberi pelayanan kebersihan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pemungut retribusi belum maksimal. Kualitas pelayanan kebersihan belum memuaskan, masyarakat merasa bahwa apa yang dibayarkan sesuai kebijakan retribusi kebersihan, belum sesuai dengan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru; (2) Evaluasi terhadap efektifitas, efisiensi, responsivitas,  kecukupan, kesamaan dan ketepatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan kebersihan agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru terlihat bahwa untuk ketepatan diarahkan pada ketepatan terhadap tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat; dan (3) Model implementasi kebijakan kebersihan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru adalah dengan merevisi kebijakan yang ada, meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kebijakan. Apabila Perda mengenai kebersihan yang telah direvisi tersebut dipatuhi oleh masyarakat serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, diharapkan Kota Pekanbaru yang bersih dari sampah. Hal ini menjadikan masyarakat akan terpuaskan karena kebutuhan Kota Pekanbaru yang bersih, khususnya di siang hari terpenuhi sesuai harapan masyarakat. Bila masyarakat terpuaskan, maka masyarakat tentunya tidak keberatan untuk membayar retribusi kebersihan.





Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di Kota Pekanbaru yaitu retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan potensi tersebut belum dioptimalkan secara keseluruhan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui retribusi kebersihan meskipun ada peningkatan namun realisasi terhadap target masih di bawah 55%. Padahal jumlah wajib retribusi kebersihan untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Disamping itu, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, cukup memberikan perhatian secara mendalam dan menyeluruh mengenai masalah anggaran yang dikeluarkan berkaitan dengan layanan yang diberikan terutama dalam hal pengadaan sarana dan prassarana pengelolaan kebersihan.
Selama ini penetapan target penerimaan retribusi daerah tidak didasarkan pada potensi yang ada, dan tidak didasarkan pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya (secara incremental). Padahal sesungguhnya target penerimaan dari retribusi sampah masih dapat ditingkatkan, namun yang terjadi sebaliknya, realisasi penerimaan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru hingga tahun 2015 belum pernah mencapai 100%.
Kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (selanjutnya disebut Perda Kebersihan Kota Pekanbaru). Perda Kebersihan Kota Pekanbaru mengatur tentang obyek dan retribusi, pengenaan dan tarif retribusi, tata cara pemungutan dan perhitungan  retribusi kebersihan, ketentuan pemeriksaan dan sanksi baik sanski  administratif maupun sanksi pidana.
Meskipun ketentuan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru sudah diatur dalam Perda Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut di atas, namun realisasi retribusi kebersihan ini belum sesuai dengan target yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. 
Belum tercapainya pendapatan sektor retribusi Kota Pekanbaru menjadi 100% dari target, salah satunya disebabkan masih belum optimalnya penerimaan retribusi pajak Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan belum adanya evaluasi terhadap implementasi kebijakan retribusi kebersihan khususnya implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Perda Retribusi Kebersihan Kota Pekanbaru tersebut memang belum mengatur masalah evaluasi ini. Menurut Dunn seperti diaktualisasi oleh Fischer, et. al (2014: 229) “salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah adanya evaluasi dari kebijakan publik itu sendiri”.
Dunn seperti diaktualisasi oleh Fischer, et. al (2014: 229) menyatakan “kebijakan publik dapat dianalisa melalui serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, peramalan (forecasting), rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual”. Dikaitkan dengan pernyataan Dunn ini,  tidak adanya pengaturan mengenai evaluasi dalam Perda Kota Pekanbaru  Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur retribusi kebersihan mengakibatkan ketidakefektifan pemungutan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru.
Fenomena belum adanya evaluasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 yang mengakibatkan belum efektifnya penerimaan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru menarik untuk diteliti. Di tengah upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kepuasan masyarakat seiring dengan perkembangan penduduknya, maka faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 belum optimal, perlu untuk dianalisis dan dicarikan solusinya.




Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.	Bagaimanakah faktor-faktor efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan kelayakan mempengaruhi implementasi kebijakan kebersihan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru saat ini?
2.	Bagaimanakah evaluasi terhadap efektifitas, efisiensi, responsivitas,  kecukupan, kesamaan dan ketepatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan kebersihan agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru?




Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian disertasi ini adalah Teori Administrasi Publik dari Garcia dan Khator sebagai Grand Theory, Teori Kebijakan Publik menurut Dunn sebagai Middle Range Theory dan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Dunn sebagai Applied Theory. Selain ketiga teori tersebut di atas, penelitian disertasi ini juga menggunakan konsep retribusi, konsep kebersihan dan konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dijadikan pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah penelitian. 






    Gambar 1 Kerangka Teori
D.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan strategi eksploratoris sekuensial. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif dan kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk penelitian kualitatif dan analisis regresi berganda untuk penelitian kuantitatif.


E.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.	Implementasi Kebijakan Kebersihan Berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru Saat Ini
Pengelolaan rertibusi kebersihan Kota Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2012. Pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi atau dinas terkait yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Pengelolaan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru secara khsusus dilaksanakan atau menjadi tanggungjawab dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru tetapi pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penarikan retribusi kebersihan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru itu didasari oleh pertimbangan antara lain karena terbatasnya sarana yang dimiliki dan terbatasnya personil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sebagai akibat dari keuangan daerah yang untuk membiayai operasionalisasi pemungutan dan pengelolaan retribusi.
Pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru, pada satu sisi sudah berjalan baik, namun dalam hal tertentu terlihat belum maksimal pencapaiannya. Hal itu terkait dengan berbagai faktor penentu dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Sebagaimana diutarakan oleh Sunggono bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh sejumlah faktor. Pertama, isi dan substansi kebijakan. Suatu kebijakan yang tidak memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, seringkali mengalami hambatan dan bahkan gagal dalam implelementasinya. Tidak jelasnya tujuan kebijakan, tidak rincinya metode palakasanaan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) implementasi juga seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan implemntasi kebijakan. Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru, salah satu faktor penghambatnya dalah karena pentunjuk pelaksanan yang belum dibuat dengan jelas mengakibatkan pelaksanaan kebijakan ini belum dapat diwujudkan secara maksimal. Langkah-langkah aksi pelaksanaan kebijakan yang belum dibuat dengan baik menjadikan pelaksanaan kebijakan juga belum optimal.
Kedua, karena kurangnya ketetapan atau aturan intern yang dilakukan secara konsisten, mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Kasus implementasi kebijakan kebersihan di Kota Pekanbaru yang balum berjalan dengan baik juga karena belum diterapkan sanksi dan hukuman bagi mereka yang lalai melaksanakan kewajibannya membayar retribusi yang menjadi tanggungjawabnya dan sanksi kepada petugas kebersihan yang melalaikan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga, faktor informasi. Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru, informasi menngenai isi dan segala segala hal yang terkait dengan kebijakan ini belum diketahui oleh semua elemen masyarakat yang berkepentigan, demikian juga dengan petugas kebersihan.
Keempat, dukungan sumber daya. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit diwujudkan dan mencapai hasil maksimal jika tidak cukup dukungan sumberdaya dan dukungan lingkungan kebijakan yang tidak kondunsif. Karena itu, seringkali sumberdaya pendukung seperti SDM sebagai mesin dalam pelaksanaan kebijakan dan anggaran sebagai bahan bakar dalam pelaksanaan kebijakan dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan operasional kebijakan. Ketersediaan SDM tidak akan ada artinya, tanpa didukung oleh sumber daya anggaran dan sarana serta prasarana yang memadai dan cukup sesuai kebutuhan.
Kelima, faktor penyebab lain yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketidakpatuhan masyarakat. Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru, masih ada warga yang membangkang. Adanya pembangkangan oleh warga terlihat ketika ada sekelompok warga yang tidak mau membayar retribusi. Hal itu terjadi karena masyarakat belum menerima manfaat atas retribusi yang dibayarkan, selain karena belum adanya sanksi kepada mereka yang melanggar.

2.	Hasil Evaluasi terhadap Efektifitas, Efisiensi, Responsivitas, Kecukupan, Kesamaan dan Ketepatan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kebersihan agar dapat Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru
Fokus dalam penelitian ini adalah enam kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Oleh karena itu keenam variabel tersebut akan diulas untuk mengevaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru. Adapun pembahasannya sebagai berikut:
a.	Efektivitas
Seperti telah dikemukakan sebelumnya tujuan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Pekanbaru agar Kota Pekanbaru terjaga kebersihannya, indah dipandang dan bebas dari sampah. Tujuan kebijakan ini ada 2 (dua) yaitu (1) terjaganya kebersihan di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru menjadi indah dipandang dan bebas dari sampah; serta (2) agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya, saat ini Kota Pekanbaru malah terlihat semakin kotor dan sampah berserakan dimana-mana.
b.	Efisiensi
Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru belum efisien. Pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan belum mampu meningkatkan pencapaian penerimaan retribusi kebersihan yang masih berkisar 55% saja. Demikiam juga dengan pelayanan kebersihan belum mampu membuat Kota Pekanbaru bersih, nyaman dan bebas dari sampah.
Penggunaan anggaran Rp.53 milyar untuk membiayai kontrak atau outsourcing dengan PT. MIG justru menjadikan implementasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru menjadi lebih tidak efisien lagi. Seharusnya outsourcing dengan nilai kontrak Rp.53 milyar sudah sangat cukup untuk memelihara kebersihan Kota Pekanbaru. Namun kenyataannya Kota Pekanbaru justru bertambah kotor dibandingkan dengan kondisi sebelum outsourcing dengan PT. MIG.
c.	Kecukupan
Dilihat dari anggaran yang tersedia dan sarana serta prasarana untuk melaksanakan kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru memandang ketersediaan anggaran dan sarana serta prasarana belum cukup untuk mewujudkan kebersihan di seluruh pelosok Kota Pekanbaru. Kurangnya anggaran dan sarana serta prasarana tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru atas kebersihan kotanya. Akibatnya Kota Pekanbaru belum berhasil menjadi kota bersih, indah dan bebas dari sampah.
d.	Perataan/kesamaan
Dalam penilaian tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekanbaru menilai kalau pelayanan retribusi kebersihan ini belum merata. Untuk jalan-jalan yang setiap hari dilalui Bapak Walikota dan Wakil Walikota atau pejabat lainnya, jalannya super bersih, bebas dari sampah. Tapi disisi lain, masih banyak sampah yang berserakan
Berdasarkan penilaian tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekanbaru tersebut dapat dinyatakan bahwa manfaat dari implementasi kebijakan belum dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Bahkan masyarakat yang berada di daerah pinggiran atau pelosok-pelosok merasa belum tersentuh adanya kebijakan kebersihan tersebut.
e.	Responsivitas
Terkait dengan kebijakan retribusi kebersihan Kota Pekanbaru, petugas pelaksana kebijakan masih berorientasi pada pencapaian target saja, kurang menghiraukan pelayanan kebersihan yang khususnya menjadi kewajibannya juga pelayanan petugas pemungutan sampah belum memuaskan masyarakat Kota Pekanbaru. 
Masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya hanya mau membayar kalau lingkungannya bersih atau kotoran di sekitar pemukiman bersih dari sampah. Dalam opini masyarakat Kota Pekanbaru, warga masyarakat membayar pelayanan publik atas kebersihan. Jadi, masyarakat Kota Pekanbaru merasa berkeberatan membayar retribusi kebersihan sebab masyarakat merasa tidak tersentuh dengan pelayanan kebersihan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Mereka juga menyatakan di lingkungannya kalau bukan warga sendiri yang membersihkan tidak akan bersih.
Lebih jauh lagi masyarakat Kota Pekanbaru juga menilai petugas pelayanan kebersihan kurang responsif terhadap keluhan masyarakat. Setiap keluhan mengenai kebersihan tidak ditanggepi secara cepat oleh petugas. Petugas kebersihan seolah bekerja sendiri. Mereka  hanya bekerja sesuai dengan ketentuan atasan mereka yaitu malam hari. Kalau siang hari masyarakat mengeluh tentang sampah, jawabannya selalu pengangkutan sampah dilakukan malam hari. Tidak peduli sampah sudah menumpuk setinggi gunung.
f.	Ketepatan
Terkait dengan ketepatan kebijakan pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru baik tokoh masyarakat ataupun masyarakat Kota Pekanbaru menilai pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru kurang tepat. Petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan memungut sampah selalu di malam hari. Dinas kebersihan dan pertamanan seolah-olah mau memaksakan kehendaknya agar masyarakat harus membuang sampah di malam hari, mengikuti pola kerja mereka. akibatnya di siang hari Kota Pekanbaru jadi penuh sampah berserakan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan seakan tidak mau tahu sama sekali terhadap banyaknya sampah di siang hari. Mereka tetap bersikeras untuk memungut sampah di malam hari saja, sesuai dengan jam kerja mereka yang sudah ditetapkan. Padahal aktivitas masyarakat yang banyak menghasilkan sampah terjadinya di siang hari. Jadi, bisa dikatakan kebijakan pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru sangat tidak tepat.


3.	Model Implementasi Kebijakan Kebersihan yang dapat Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Kota Pekanbaru
a.	Model Evaluasi Kebijakan
Model evaluasi kebijakan akan dianalisis menggunakan analisa regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS ver 15 for windows dimaksudkan untuk menganalisis tentang besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent yaitu dengan melihat besar koefisien determinasi (R Square). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependent, yaitu evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru, dan enam variabel independent yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari analisa regresi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS ver 15 for windows, hasil olah data dapat terlihat seperti Tabel 1 berikut:
Tabel 1
Ringkasan Hasil Analisis Regresi









 a.  Dependent evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru
Sumber: Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Program SPSS Versi 15.
Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut:
Y = 	4.918 + 0, .106X1 + 0,106X2 + 0, 033X3+ 0,015X4 + 0, 077X5 + 0,123X6
Keterangan:







Berdasarkan model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 4.918. Hal ini berarti bahwa tanpa efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, responsivitas dan ketepatan maka akan terjadi perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru sebesar 4.918.  
Selanjutnya koefisien regresi efektivitas sebesar 0,106 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan efektivitas satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru akan mengalami perubahan sebesar 10,6% dengan arah yang sama. Koefisien regresi efisiensi sebesar 0,106 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan efisiensi satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru akan mengalami perubahan sebesar 10,6% dengan arah yang sama. Koefisien regresi kecukupan sebesar 0,033 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan kecukupan satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru akan mengalami perubahan sebesar 3,3% dengan arah yang sama. 
Koefisien regresi perataan atau kesamaan sebesar 0,015 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan perataan atau kesamaan satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru akan mengalami perubahan sebesar 1,5% dengan arah yang sama. Koefisien regresi responsivitas sebesar 0,077 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan responsivitas satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru akan mengalami perubahan sebesar 7,7% dengan arah yang sama. Koefisien regresi ketepatan sebesar 0,123 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan ketepatan satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru akan mengalami perubahan sebesar 12,3% dengan arah yang sama.
Persamaan model matematis di atas menunjukkan bahwa pengaruh ketepatan lebih dominan daripada efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, responsivitas. Hal itu ditunjukkan dari koefisien regresi ketepatan sebesar 0,123 lebih besar dari koefisien regrssi efektivitas sebesar 0,106, efisiensi sebesar 0,106, kecukupan sebesar 0,033, perataan atau kesamaan sebesar 0,015, dan responsivitas sebesar 0,077.
Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel yang terikat digunakan koefisien determinasi, dari harga R2. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai R2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Hasil olah data SPSS  ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 2
Koefisien Determinasi
	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834(a)	.696	.673	1.11530
a	Predictors: (Constant), Ketepatan, Efektivitas, Responsivitas, Kecukupan, Perataan.Atau.Kesamaan, Efisiensi.
Sumber: Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Program SPSS Versi 15.
Berdasarkan tampilan output SPSS model summary atau tabel 2 tersebut di atas, besarnya R2 adalah 0,696 hal ini berarti 69,6% variabel evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, responsivitas dan ketepatan, sedangkan sisanya 30,4% (100%-69,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.
b.	Model Kepuasan Masyarakat
Model kepuasan masyarakat akan dianalisis menggunakan analisa regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dengan program SPSS ver 15 for windows dimaksudkan untuk menganalisis tentang besarnya pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependent yaitu dengan melihat besar koefisien determinasi (R Square). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependent, yaitu kepuasan masyarakat, dan lima variabel independent yaitu niat, tujuan, rencana atau usulan, program dan ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan. Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dari analisa regresi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS ver 15 for windows, hasil olah data dapat terlihat seperti Tabel 3 berikut:
Tabel 3
Ringkasan Hasil Analisis Regresi







 	Ketepatan Kebijakan Pemungutan Retribusi Kebersihan	.231	.067	.178	3.452	.001
a. Dependent Variable: Kepuasan.Masyarakat.
Sumber: Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Program SPSS Versi 15.
Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut:
Y = 3.819 + 0,057X1 + 0,173X2 + 0,043X3+ 0,034X4+ 0,231X5
Keterangan:
Y	=  Kepuasan Masyarakat
X1	=  Niat 
X2	=  Tujuan 
X3	= Rencana atau Usulan
X4	=  Program 






Berdasarkan model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 3.819. Hal ini berarti bahwa tanpa niat, tujuan, rencana atau usulan, program dan ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan maka akan terjadi perubahan kepuasan masyarakat sebesar 3.819.  Selanjutnya koefisien regresi niat sebesar 0,057 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan niat satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan kepuasan masyarakat akan mengalami perubahan sebesar 5,7% dengan arah yang sama.  
Koefisien regresi tujuan sebesar 0,173 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan tujuan satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan kepuasan masyarkat akan mengalami perubahan sebesar 17,3% dengan arah yang sama. Koefisien regresi rencana atau usulan sebesar 0,043 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan rencana atau usulan satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan kepuasan masyarkat akan mengalami perubahan sebesar 4,3% dengan arah yang sama. 
Koefisien regresi program sebesar 0,034 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan program satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan kepuasan masyarkat akan mengalami perubahan sebesar 3,4% dengan arah yang sama.  Koefisien regresi ketepatan kebijakan pemungutan regresi sebesar 0,231 dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan ketepatan kebijakan pemungutan regresi satu persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka perubahan kepuasan masyarkat akan mengalami perubahan sebesar 23,1% dengan arah yang sama.
Persamaan model matematis di atas menunjukkan bahwa pengaruh ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan lebih dominan daripada niat, tujuan, rencana atau usulan, dan program. Hal itu ditunjukkan dari koefisien regresi ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan sebesar sebesar 0,231 lebih besar dari koefisien regresi niat sebesar 0,057, tujuan sebesar 0,173, rencana atau usulan sebesar 0,043,l dan program sebesar 0,034.
Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel yang terikat digunakan koefisien determinasi, dari harga R2. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai R2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik. Hasil olah data SPSS  ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 4
Koefisien Determinasi
	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726(a)	.527	.516	1.12949
a.	Predictors: (Constant), Ketepatan Kebijakan Pemungutan Retribusi Kebersihan, Tujuan, Program, Rencana Atau Usulan, Niat.
Sumber: Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Program SPSS Versi 15.
Berdasarkan tampilan output SPSS model summary atau tabel 4 tersebut di atas, besarnya R2 adalah 0,527 hal ini berarti 52,7% variabel dependen kepuasan masyarakat dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen niat, tujuan, rencana atau usulan, program dan ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan, sedangkan sisanya 47,3% (100%-52,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan penelitian ini menghasilkan 2 (dua) model yaitu model evaluasi kebijakan dan model kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru yang dapat dilihat kembali dalam tabel berikut:
Tabel 5
Model Evaluasi Kebijakan dan Model Kepuasan Masyarakat
Model Evaluasi Kebijakan	Model Kepuasan Masyarakat
Y    = 	4.918 + 0, 106X1 + 0,106X2 + 0, 033X3+ 0,015X4 + 0,077X5 + 0,123X6Keterangan:Y    =  Evaluasi Kebijakan Kebersihan Kota PekanbaruX1     =    EfektivitasX2     =    EfisiensiX3     =    KecukupanX4     =    Perataan/KesamaanX5    =    ResposivitasX6    =    Ketepatan	Y =  3.819 + 0,057X1 + 0,173X2 + 0,043X3+ 0,034X4+ 0,231X5Keterangan:Y	=    Kepuasan MasyarakatX1	=    Niat X2	=    Tujuan X3	=    Rencana atau UsulanX4	=    Program X5    =	Ketepatan Kebijakan Pemungutan Retribusi Kebersihan
Sumber: Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda.
Dari model tersebut di atas, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:
a.	Model Evaluasi Kebijakan
Dari model evaluasi kebijakan tersebut di atas, evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru dipengaruhi atau berhubungan dengan efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria ketepatan saling berhungan dengan kriteria lainnya mulai dari efektivitas dan efisiensi, kecukupan dan pemerataan, serta responsivitas. Kesemuanya akan memberikan kebersihan atas implementasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru. Suatu kebijakan menjadi sia-sia bila tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan perlu dicari tahu apa yang menjadi kesalahan dari implementasinya. Untuk itulah evaluasi kebijakan diperlukan.
Dari model tersebut ketepatan dan responsivitas merupakan 3 (tiga) kriteria dengan koefisien regresi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru lebih mengharapkan ketepatan dari kebijakan dan efektifitas serta efisiensi. Ketepatan tersebut lebih diarahkan pada ketepatan tujuan, sasaran dan target. Selain itu juga ketepatan kesesuaian antara kebiasaan masyarakat Kota Pekanbaru yang membuang sampah di siang hari dengan jadwal kerja petugas pemungut sampah yang berkerja di malam hari. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat juga mengharapkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dari implementasi kebijakan.
Secara keseluruhan, pengaruh kriteria/variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru sebesar 69,6%, sedangkan sisanya 30,4% dipengaruhi oleh kriteria/variabel lain di luar model.
b.	Model Kepuasan Masyarakat
Dari model kepuasan masyarakat terhadap kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru tersebut di atas, kepuasan masyarakat tersebut dipengaruhi atau berhubungan dengan kepuasan masyarakat, niat, tujuan, rencana atau usulan, program, dan ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan.
Dari model tersebut ketepatan dan tujuan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan merupakan 2 (dua) kriteria dengan koefisien regresi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap kebijakan kebersihan lebih dipengaruhi oleh ketepatan dan tujuan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan. Sama halnya pada model evaluasi kebijakan, pada model kepuasan masyarakat ini ketepatan juga lebih diarahkan pada ketepatan tujuan, sasaran dan target. Selain itu juga ketepatan kesesuaian antara kebiasaan masyarakat Kota Pekanbaru yang membuang sampah di siang hari dengan jadwal kerja petugas pemungut sampah yang berkerja di malam hari. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
Secara keseluruhan, pengaruh kriteria/variabel kepuasan masyarakat, niat, tujuan, rencana atau usulan, program, dan ketepatan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan terhadap kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru atas kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru sebesar 52,7%, sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh kriteria/variabel lain di luar model.
Dari kedua model di atas, baik model evaluasi kebijakan maupun model kepuasan terhadap kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru, ada pengaruh kriteria/variabel lain di luar model. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa kriteria/variabel di luar model tersebut adalah partisipasi masyarakat. Alasannya kewajiban untuk mengelola sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Tentu kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan karena keberadaan sampah di Kota Pekanbaru yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik juga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.
Seperti telah dikemukakan Kota Pekanbaru masih mengalami masalah dengan sampah yang belum terkelola dengan baik dikarenakan terdapat masalah dana operasional pengelolaan sampah oleh petugas kebersihan. Dalam keadaan seperti itu kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan.
Berdasarkan model statistik yang dikemukakan di atas, maka dapat digambarkan model kebijakan retribusi kebersihan yang dapat memberi kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Gambar 2	Model Kebijakan Retribusi Kebersihan yang Dapat Memuaskan Kepuasan Masyarakat (Sumber: Hasil Penelitian, diolah)

Berdasarkan model yang digambarkan dalam Gambar 2 di atas, terlihat bahwa dari hasil analisis statistik mengenai evaluasi kebijakan faktor yang sangat berpengaruh adalah efektivitas dan efisiensi. Hal ini sesuai dengan hasil analisis statistik mengenai kepuasan masyarakat yang menemukan faktor yang sangat berpengaruh adalah tujuan kebijakan. Hal ini bisa diartikan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan diperlukan efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam implementasi kebijakannya. Selain itu faktor lain yang sangat berpengaruh adalah ketepatan. Faktor ini ditemukan baik pada hasil analisis statistik mengenai evaluasi kebijakan maupun hasil analisis statistik mengenai kepuasan masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka Perda Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Revisi Perda Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2012 tersebut di atas lebih dititikberatkan pada kesesuaian/ketepatan pemungutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah agar tercapai tujuan kebijakan yaitu Kota Pekanbaru yang bersih dari sampah, khususnya di siang hari. Dengan demikian, dalam Perda yang telah direvisi tersebut diatur ketentuan pemungutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru harus dilakukan pada siang hari dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru juga diwajibkan untuk membuat jadwal pemungutan sampah disiang hari tersebut. Selanjutnya masyarakat diwajibkan untuk membuang sampah tepat/sesuai dengan jadwal pemungutan sampah yang telah dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka baik masyarakat maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru akan dikenakan sanksi atau hukuman.





Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.	Implementasi kebijakan kebersihan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru saat ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu terjaganya kebersihan di Kota Pekanbaru sehingga Kota Pekanbaru menjadi indah dipandang dan bebas dari sampah; serta dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penarikan/pemungutan retribusi menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sementara pelayanan kebersihan menjadi tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Kualitas pelayanan kebersihan belum memuaskan, masyarakat merasa bahwa apa yang dibayarkan sesuai kebijakan retribusi kebersihan, belum sesuai dengan pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Proses pengawasan belum optimal yang berakibat pada pemungutan retribusi kebersihan belum optimal. Pelaksanaan pemungutan oleh petugas belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan diantaranya masih ada pemungutan retribusi kebersihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dan peraturan yang ada.
b.	Evaluasi terhadap efektifitas, efisiensi, responsivitas,  kecukupan, kesamaan dan ketepatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan kebersihan agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru terlihat bahwa untuk ketepatan diarahkan pada ketepatan terhadap tujuan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan kebersihan atau persampahan seharusnya bisa memenuhi yang dibutuhkan masyarakat. Sudah bukan jamannya lagi masyarakat harus tunduk dan patuh kepada birokrasi. Justru birokrasi yang seharusnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kalau memang kebiasaan masyarakat Kota Pekanbaru membuang sampah di siang hari, seharusnya kebiasaan masyarakat ini diikuti yaitu dengan memungut sampah di siang hari. Merubah kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad, sulit dilakukan. Jadi seharusnya pola pemungutan sampah saja yang dirubah, yang tentunya lebih mudah dari pada mengubah kebiasaan masyarakat, yang paling penting tujuan kebijakan kebersihan yaitu menjadikan Kota Pekanbaru bersih, khususnya pada siang hari dapat dicapai.
c.	Model implementasi kebijakan kebersihan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru adalah dengan merevisi kebijakan yang ada, meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kebijakan. Apabila Perda mengenai kebersihan yang telah direvisi tersebut dipatuhi oleh masyarakat serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, diharapkan Kota Pekanbaru yang bersih dari sampah. Hal ini menjadikan masyarakat akan terpuaskan karena kebutuhan Kota Pekanbaru yang bersih, khususnya di siang hari terpenuhi sesuai harapan masyarakat. Bila masyarakat terpuaskan, maka masyarakat tentunya tidak keberatan untuk membayar retribusi kebersihan.

2.	Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
a.	Untuk meningkatkan keberhasilan evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dalam arti Dinas Kebersihan dan Pertamanan meningkatkan pelayanan kebersihan/sampah sehingga masyarakat terpuaskan atas kondisi kebersihan Kota Pekanbaru yang pada akhirnya masyarakat lebih patuh untuk membayar retribusi kebersihan.
b.	Hasil evaluasi kebijakan kebersihan Kota Pekanbaru yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu Kota Pekanbaru yang nampak bersih di siang hari, maka disarankan agar jadwal kerja petugas pemungut sampah yang tadinya bertugas di malam hari untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Kota Pekanbaru yang membuang sampah di siang hari sehingga setidaknya Kota Pekanbaru terlihat bersih dan bebas dari sampah di siang hari.
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